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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dari judul Analisis Hukum Islam Dan
Fatwa DSN-MUI Terhadap Program Simpan-Pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan
Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo,
Yang berupa penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Praktek
program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan
Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo? dan Bagaimana Analisis
Hukum islam dan fatwa DSN-MUI terhadap Program Simpan-Pinjam Ibu-ibu PKK
di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo?.

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi bersama
pihak yang terkait, yaitu Ketua/Bendahara Ibu-Ibu PKK Pihak atau pemberi
pinjaman (muqrid) dan Anggota Ibu-ibu PKK, masyarakat umum atau Pihak
peminjam (mugtarid). Jenis dari penelitian skripsi ini yaitu bersifat kualitatif.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkritik dan
menggambarkan program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan
Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
Selanjutnya Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif analitif.
Metode deskriptif analitif yaitu metode dimana tata cara penyelesaian masalah
penelitian dengan menyelidiki serta melihat fakta berupa data-data Program
Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa
Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Hasil ini menyimpulkan bahwa: Praktek program Simpan-pinjam Ibu-ibu
PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo ini, Dalam prakteknya telah memenuhi syarat dan rukun yang
telah ditentukan dalam akad qard, yaitu Ketua/Bendahara Ibu-Ibu PKK Pihak atau
pemberi pinjaman (mugrid) dan Anggota Ibu-ibu PKK, masyarakat umum atau
Pihak peminjam (mugtarid), ketentuan terhadap harta yang dihutangkan dan Ijab
gabul. Praktek program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan
Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini walaupun
kedua belah pihak didasari dengan rasa saling suka sama suka (antaradin), tetapi
itu tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena hutang-piutang (gard) dan
Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu tidak boleh ada tambahan dalam
pengembalian Dan di PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VII/2004 yaitu telat
pembayaran tidak boleh didenda.

Dari kesimpulan diatas, Maka bagi pengurus Ibu-ibu PKK Desa Ketegan
Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo,
Seharusnya lebih teliti dan cermat dalam bermuamalah. Perlu mempelajari hukum-
hukum syariat islam yang sudah ditetapkan dan perlu dikaji lebih dalam lagi dalam
bermuamalah. Bagi Anggota Ibu-ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman dan
Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kalau ada tambahan
dalam pembayaran hutang-piutang tidak disarankan untuk Hutang.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari
berhubungan dengan orang lain. Setiap orang berhubungan dengan orang lain ini
meliputi berbagai kebutuhan primer maupun sekunder. Tidak akan lepas
manusia dari kehidupan sosial mereka karena kebutuhanlah yang membuat
mereka hidup berdampingan. Manusia ada yang memenuhi kebutuhannya
dengan cara yang benar dan adakalanya pula sebaliknya dengan cara yang kejam
bahkan dilarang oleh Agama. Dalam hal ini, islam datang memberikan dasar-
dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup
manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam sebagai
Rahmatan lil Alamin harus bisa membawa berkah bagi seluruh umat manusia,
baik yang seiman maupun tidak. Islam adalah agama sempurna yang mengatur
segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak,
maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang
muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia,

sampai dalam hadits Nabi Saw dikatakan bahwa agama adalah muamalah.

! Harun, Figh Muamalah, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 1-2.



Dalam arti luas muamalah merupakan aturan Allah untuk manusia untuk
bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Sedangkan dalam arti
khusus muamalah adalah aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal
pengembangan harta benda. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam
interaksi sosial sesuai syariat, Karena manusia merupakan makhluk sosial yang
tidak dapat hidup individu. Dalam Al-Qur’an Surat AT-Taubah ayat 71

dijelaskan :

d}uj M\ < 2 3 jjujb dj b um.: ;U}\ ("GM wj«-&‘j ij‘j*-s\j
A g s o s 2,
5 &0 yda.:j oﬁ\ dyj.}j M\

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh
(mengerjakan) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan
diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.” (aT-Taubah : 71).2
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Dalam ayat tersebut di jelaskan di dunia ini harta atau uang dibutuhkan
oleh manusia sebagai alat tukar untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada
manusia yang hidup bergelimangan harta ada pula yang berkecukupan bahkan
ada pula yang kekurangan. Semua itu tergantung dari usaha kerja kerasnya
manusia itu dan takdir mereka masing-masing. keadaan setiap manusia berbeda-
beda, kadang secara tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat
dihindarkan. Uang yang sudah didapatkan pun tidak mencukupi kebutuhan yang
mendesak itu dan sangat dibutuhkan tatkala itu. Maka, Hal yang dapat dilakukan

untuk mendapatkan uang dengan cara cepat adalah hutang.

2 https://quran.kemenag.go.id/sura/9/71 diakses 11/07/2020




Ketika Nabi melaksanakan Isra’ Mi’raj, Nabi sempat diajak jalan-jalan ke
surga. Di salah satu pintu surga Nabi menemukan sebuah tulisan yang terasa
agak janggal. Isi tulisan tersebut bertentangan dengan apa yang selama ini Nabi
ketahui bahwa pahala sedekah lebih besar dari pahala mengutangkan. Tetapi
tulisan tersebut malah menyatakan sebaliknya, Nabi pun heran dan langsung
menanyakan hal tersebut kepada malaikat Jibril. Diterangkan dalam hadis

berikut:

G 038G B L6 o o0 T o 8 0 (32 06 62U gy o e
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Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda,” Aku melihat
pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis : sedekah dibalas
sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril,
mengapa qard lebih utama dari sedekah ? Ia menjawab, karena peminta, meminta
sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam
kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majjah).?

C=s

ulama sepakat atas keabsahan akad qard, Bahkan disunahkan bagi orang
yang meminjamkan dan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadits Nabi
SAW Riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Turmuddzi dari Abu Hurairah,
Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: orang yang melepaskan kesulitan seorang
muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan akan melepaskan kesulitannya di

hari kiamat.

Pada dasarnya jika dilihat dari tujuannya, dalam fiqih muamalah dibagi

kedalam dua bagian menurut tujuannya, yaitu :

3 Sunan Ibnu Majah, Ash-Shadaqat, bab al-qardh, hadits No. 2431.



1. Akad Tabarru’, yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek
pertolongan dan pemberian atau kontrak yang menyangkut transaksi
yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction). Sebagai
tujuan utamanya.

2. Akad Tijarah, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut
transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini
dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga bersifat

komersiil.*

Qard (bahasa) brasal dari kata: garada yang sinonimnya: gat}a’a artinya
memotong (Rais,2011). Diartikan demikian karena orang yang memberikan
utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan utang memotong dari

hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (mugqtarid).

Secara terminologi muamalah, Qard adalah memiliki sesuatu (hasil
pinjaman) yang dikembalikan (pnjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan
nilai yang sama. Secara teknis qard adalah akad pemberian pinjaman dari
seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang
dipergunakan untuk keperluan mendsak. Pengembalian pinjaman ditentukan
dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan

bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.’

4 Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syariah, (Jakarta : Aria Mandiri Group, 2018), h.53-54.
> Mahmudatus Sa;diyah, Figh Muamalah Ii Teori Dan Praktik, (JEPARA : UNISNU PRESS :
2019), h.93-94.



Ulama secara umum mendefinisikan qard adalah harta yang diberikan atau
dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan
untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan

nilai yang sama.®

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah
mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang
yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah,
Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang
berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak
mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan
benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika
tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua
orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang
ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.
Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu
bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun
besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan
kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal
itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka
tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi
apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi.

6 Imam Musthafa, Figih Mu “amalah Kontemporer, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.
168-169.



Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada
kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu,
dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu ”(QS. Al-Baqarah : 282).”

Ayat tersebut merupakan perintah dari-Nya agar dilakukan pencatatan
arsip. Ketika seseorang itu belum bisa melunasi hutang pada hari yang telah
ditetapkan untuk yang pertama kali, boleh di beri waktu perpanjangan oleh si
pemberi hutang. Dan itupun kalau boleh lebih baik. Tidak langsung dikenai
denda atas keterlambatan pengembalian hutang tersebut. Dalam pengambalian
hutang dizaman sekarang tidaklah murni hutang karena benar-benar
membutuhkan oleh keperluan yang mendesak. Tapi hutang dizaman sekarang
ada kalanya patut diduga digunakan untuk mencari keuntungan/bunga semata.
Mencari keuntungan/bunga memang boleh tapi janganlah berlebihan karena
membuat orang itu menjadi susah. Apalagi keuntungan/bunga yang lebih

mengarah kepada riba.

Dari penjelasan tentang hutang-piutang/qard diatas. Ada program simpan
pinjam ibu-ibu PKK di Sidoarjo. Di PKK kedua desa ini mempunyai program
simpan-pinjam yang berbeda. Salah satunya di salah satu desa tersebut ada
tambahan dalam pengembalian hutang-piutang. Dalam kasus ini, ini termasuk
akad gard. Yaitu dimana qard termasuk akad tolong menolong/akad tabarru’.
Tidak boleh ada tambahan dalam pengembalian. Dalam fatwa DSN-MUI No:
19/DSN-MUI/IV/2001 disini bertentangan dan dijelaskan bahwasanya boleh ada
tambahan, itupun secara sukarela dan tidak diperjanjikan dalam akad. Dalam

fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta’wid diterangnkan

7 https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282 di akses 11/07/2020




bahwasanya menetapkan denda pada orang yang telat jatuh tempo pelunasan itu
tidak boleh, boleh, tapi tidak boleh diperjanjikan di akad, sedangkan di Desa

Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo itu diperjanjikan di akad.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas
permasalahan yang terjadi untuk dikaji lebih dalam mengenai permasalahan
yang terjadi di PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, terutama jika dikaitkan dengan hukum
Islam serta Fatwa DSN MUI. Oleh karena itu penulis membuat penelitian yang
berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap program
simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa

Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo™.
B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi Masalah bertujuan untuk membantu menemukan masalah yang
layak untuk ditulis guna mengurai berbagai pertanyaan tentang tema tertentu
agar seseorang dapat mendapatkan gambaran secara lengkap dan penuh
mengenai suatu permasalahan. Dengan adanya identifikasi masalah penulis akan
memperoleh jawaban sementara terhadap masalah-masalah yang dipertanyakan,
sehingga bisa membuka wawasan terhadap permasalahan yang menjadi
perhatian penulis.® Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, Dapat

diperoleh identifikasi masalahnya yakni sebagai berikut:

$Muhammad Burhan Bungin, PenelitianKualitatif (Komunikasi, Ekonomi, KebijakanPublik, Dan
IlmuSosial) (Jakarta : Kencana, 2011), cet. 5, h. 63.



1. Latar belakang muamalah dan manusia sebagai makhluk sosial.

2. Definisi muamalah dan kaitannya dengan ayat dan hadits yang
pendukung muamalah.

3. Pembagian dasar macam-macam muamalah.

4. Pengertian gard.

5. Sistem gard pada sistem pinjam-meminjam ibu-ibu PKK di Desa
Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati

Kabupaten Sidoarjo.

Setelah ditemukannya identifikasi masalah berdasarkan pemaparan latar
belakang diatas, Kemudian agar permasalahan terhindar dari dari pengumpulan
data yang tidak diperlukan, sehingga menghemat biaya, waktu, dan penelitian di
PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan
Sedati Kabupaten Sidoarjo akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai dan

mudah dimengerti, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:’

1. Praktek program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan
Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo.

2. Analisis Hukum islam dan fatwa DSN-MUI terhadap Program Simpan-
Pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa

Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

® Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), ed.1, cet.2,
h. 26.



C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Praktek program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa
Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana Analisis Hukum islam dan fatwa DSN-MUI terhadap
Program Simpan-Pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan

Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yaitu penjelasan singkat mengenai penelitian ataupun kajian
yang sudah pernah dilakukan terhadap permasalahan yang akan diteliti, dengan
demikian kajian pustaka ini bermanfaat agar penelitian yang akan dilakukan
tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang sudah
dilakukan. Dengan adanya skripsi-skripsi terdahulu mengenai hasil pengamatan
terhadap kajian-kajian sebelumnya, penulis menemukan beberapa skripsi
dengan kajian yang berbeda-beda, diantaranya yaitu:

1. Annisa Rohmatika Jannah (Skripsi 2019) dengan judul: “ANALISIS
HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG
SECARA ONLINE DI WWW.PINJAMYUK.CO.ID“. Dalam skripsi
tersebut obyek yang dibahas adalah hutang piutang/qard. Diterangkan
bahwasanya aplikasi pinjamyuk menggunakan system diskonto yang
artinya pembayaran dilakukan secara langsung dengan biaya layanan
sebesar 14 %, saat nasabah melakukan transaksi dengan meminjam uang

sebesar Rp.1.000.000 maka dana yang akan didapat atau masuk ke
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rekening nasabah hanya Rp.860.000. jadi uang yang masuk ke rekening
nasabah itu nominalnya berkurang dari uang yang akan dipinjam
dikarenakan ada potongan dan dalam skripsi yang akan dibahas ini
bahwasanya uang pinjaman yang dipinjam itu ketika pada saat
mengembalikannya bertambah nominalnya.

. Irma Agustin (Skripsi 2019) dengan judul: “ANALISIS HUKUM
ISLAM TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG DENGAN
TAMBAHAN PEMBAYARAN SEBAGAI JASA DI DESA SRUNI
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO®“. Dalam
skripsi tersebut obyek yang dibahas adalah hutang piutang/qard.
Diterangkan bahwasanya adanya tambahan pembayaran sebagai jasa
tidak diperbolehkan dan hukumnya haram, sebab hutang piutang (qard)
merupakan akad yang murni karena Allah dan tidak boleh mengharapkan
imbalan apapun. Dalam skripsi tersebut pembahasannya menggunakan
analisis qard dan riba. Sedangkan dalam skripsi yang akan dibahas ini
menggunakan analisis Qard dan Fatwa DSN-MUI fatwa DSN-MUI No:
19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard dan Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-
MUI/VIII/2004 tentang ta’wid.

. Rohmabh (Skripsi 2019) dengan judul: “TINJAUAN FATWA DSN MUI
NO 19 TAHUN 2001 TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN
QARDH DI BANK WAKAF MIKRO AL FITRAH WAVA MANDIRI
SURABAYA®. Dalam skripsi tersebut obyek yang dibahas adalah

hutang piutang / qard dan di analisis menggunakan Fatwa DSN-MUI No:
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19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard. Dalam skripsi tersebut lebih
condong kearah penerapan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah
Wava Mandiri. Baik dari penerapan rukun maupun syaratnya dan pada
proses pembiayaan qardh menggunakan pola 2-2-1 dan tanggung
renteng, dan nasabah wajib mengikuti HALMI untuk membayar
angsuran yang telah ditentukan oleh lembaga. Modal Pinjaman
pembiayaan qard dibatasi hanya sebesar Rp.1.000.000 sampai
Rp.1.500.000, pinjaman yang diberikan hanya sedikit karena resikonya
sangat besar pula apabila terjadi sesuatu diluar dugaan karena
pembiayaan qard ini tanpa agunan atau jaminan. Sedangkan dalam
skripsi yang akan dibahas ini lebih mengarah ke tidaksesuaian dengan
teori yang ada. Sama-sama menggunakan analisis Qard dan Fatwa DSN-
MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Akan tetapi dalam skripsi yang akan
dibahas ini juga di analisis dengan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-
MUTI/IV/2001 tentang Qard dan Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-

MUI/VIII/2004 tentang ta’wid.

E. TujuanPenelitian
Tujuan Penelitian ialah penelitian yang berkenaan dengan maksud peneliti

terkait dengan perumusan masalah dan judul, yang bertujuan untuk
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menenemukan masalah-masalah dan mencari cara untuk menyelesaikannya.!’

Dalam hal ini tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk Mengetahui Praktek program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di
Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan
Sedati Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum islam dan fatwa DSN-MUI Simpan-
Pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa
Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini yaitu dibedakan menjadi dua
yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.
1. Kegunaan Teoritis
Untuk bahan refrensi dan infromasi bagi peneliti yang akan datang
serta untuk mengembangkan wawasan [lmu dalam bidang pendidikan
yakni membangun dan memperkuat serta menyempurnakan, atau bahkan
membantah teori yang sudah ada khususnya dalam bidang hukum ekonomi
syariah yakni Program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK.
2. Kegunaan Praktis
a. Untuk dasar pengambilan keputusan dalam upaya memecahkan

masalah yang berkaitan dengan Program Simpan-pinjam Ibu-ibu

9CholidNarbuko dan Abu Achmadi, ‘MetodologiPenelitian’ : “MemberiBekalTeoritis Pada
MahasiswaTentangMetodologiPenelitian Serta
DiharapkanDapatMelaksanakanPenelitianDenganLangkah-Langkah Yang Benar” (Jakarta : PT.
BumiAksara, 2007), cet. 8, h. 170.
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PKK Di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

b. Untuk dapat membuat perencanaan yang lebih baik khususnya
yang berkaitan dengan Simpan-pinjam (better planning), sehingga
kejadian yang tidak diinginkan bisa dihindari.

G. Definisi Operasional

Tujuan adanya Definisi Operasional ini adalah untuk memberi informasi
kepada pembaca, dan untuk menghilangkan pernyataan lain yang muncul dalam
mengartikan suatu hal.!" Sehingga Definisi Operasional dalam skripsi ini yaitu:
Hukum Islam : Peraturan yang didasarkan
pada wahyu Allah SWT dan

Sunnah Rasul tentang tingkah

laku manusia mukalaf yang

berkaitan dengan hutang-

piutang/qard, dan diyakini

berlaku  mengikat  untuk

semua yang beragama Islam.

Sumber hukum Islam berasal

dari Al-Quran dan

Sunnah/Hadist Nabi

Muhammad SAW, qiyas, dan

11 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Y ogyakarta : Graha [lmu,
2006), cet.1,h. 67-69.



FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUV/IV/2001

FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004

Program Simpan — Pinjam Ibu-ibu PKK

14

ijma’ (berupa pendapat para
ulama/Fatwa DSN MUI).

: Fatwa yang dikeluarkan oleh
Dewan Syariah  Nasional
Majelis Ulama Indonesia
tentang Qard. Penetapan di
Jakarta pada tanggal 24
Muharram 1422 H/18 April
2001 M2

: Fatwa yang dikeluarkan oleh
Dewan Syariah  Nasional
Majelis Ulama Indonesia
tentang Ta’widh. Penetapan di
Jakarta pada tanggal 24
Jumadil Akhir1425 H/11
Agustus 2004 M1

: Organisasi kemasyarakatan
yang memberdayakan wanita
untuk  turut  berpartisipasi
dalam

pembangunan  Indonesia.'*

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf . Di akses 17/04/2020.

13 https://drive.google.com/file/d/0BxT1-INihFyzZWDFxQVdPQmxfRUO/view. Diakses

13/04/2020.

14 https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Di akses 17/04/20.
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Organisasi kemsyarakatan
yang bertujuan untuk
memberdayakan

perempuan.’>  Dan  juga
termasuk  kegiatan usaha
menerima  simpanan  dan
memberikan pinjaman uang
kepada para anggotanya. Ada
program simpan-pinjam di
PKK kedua desa tersebut.
Yang satu menerapan bunga
pinjaman 10 % dan yang
satunya 15%. Ketika
seseorang itu tidak bisa
melunasi akan ada pencatatan
hutang baru dengan tambahan
bunga 10% dari sisa hutang
dan tetap diangsur seperti
yang sedia kala.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

15

D&text=Hal%20ini%20sejalan%20dengan%20nama%20PKK %20yang%20punya%?20kepanjanga
n%20Pembinaan%20Kesejahteraan%20Keluarga Di akses 17/04/20.
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Jenis dari penelitian skripsi ini yaitu bersifat kualitatif. Penelitian ini
merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkritik dan
menggambarkan program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan
Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo.!®
Data yang dikumpulkan

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, data yang akan

dikumpulkan oleh penulis yaitu:

a. Data tentang Profil Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan
Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

b. Data tentang Program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan
Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten

Sidoarjo.

. Sumber data

a. Sumber Primer

Data Primer adalah data dari sumber asli (sumber pertama). Sumber
primer berasal dari narasumber/responden yang bersangkutan dengan
penelitian, yakni orang yang dijadikan sebagai sarana memperoleh
informasi mengenai data yang diinginkan.!” Dalam penelitian ini, sumber

primer diambil dari:

16 M. Burhan Bungin , Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan limu...,

h. 68.

17 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif dan..., h. 129.



17

1. Ketua Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa
Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Peminjam di Program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa
Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo.
b. Sumber Sekunder
Sumber Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi
tentang sumber primer.!® Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih
mudah dan cepat karena sudah tersedia dan sangat bermanfaat untuk
memperjelas masalah dalam hal memperoleh makna yang baik tentang
permasalahan yang akan diteliti.'””Sumber ini berfungsi untuk membantu,
menunjang, dan memperkuat data-data yang ada di sumber primer. Dalam
penelitian ini, sumber primer diambil dari:
1. Harun, tentang FqghMuamalah.
2. Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syariah.
3. Mahmudatus Sa;diyah, Figh Muamalah Ii Teori Dan Praktik.
4. Imam Musthafa, Fiqih Mu“amalah Kontemporer, Ed. 1, Cet. 1.
5. Dokumen — dokumen terkait Program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK
di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan

Sedati Kabupaten Sidoarjo.

4. Teknik pengumpulan data

18 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam..., h. 51.
19 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif dan..., h. 123-125.
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Pengumpulan data harus dilaksanakan secara baik serta dipersiapkan
secara matang. Sebelum terjun ke lapangan melakukan pengumpulan data.
Adapun salah satu yang harus disiapkan yaitu surat izin penelitian dari
lembaga terkait. Pada pelaksanaannya, pengumpulan data dapat dilaksanakan
melalui metode dan pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini yakni

metode wawancara, observasi, serta dokumentasi.>°

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan
keterangan untuk tujuan penelitian dengan teknik tanya jawab antara
pewawancara dan informan/narasumber..?!

Dalam hal ini penulis harus turun langsung ke lapangan yakni di Ibu-
Ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan berinteraksi
sosial langsung sehingga data-data yang dibutuhkan akan tercapai dan
wawancara akan berjalan lancar dan sukses. Dalam hal ini peneliti

bertanya langsung kepada pihak:

20 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam..., h. 49-50.
2 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu...,
h. 111-112.
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1. Ketua Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan
Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Peminjam di Program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa
Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan
Sedati Kabupaten Sidoarjo
b. Dokumenter
Dokumenter adalah dengan melihat dokumen-dokumen yang
dibuat oleh yang bersangkutan. Dengan adanya dokumenter peneliti
akan mendapatkan gambaran terhadap suatu media dalam bentuk
tertulis serta dokumen lain yang dibuat oleh subjek yang
bersangkutan.?

Oleh karena itu penulis menggunakan metode dokumenter untuk
menelusuri data berupa fakta melalui media tertulis berupa dokumen
resmi mengenai Program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan
Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo sebagai bahan untuk menelaah suatu kebijakan

atau kepemimpinan lembaga tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitif. Metode deskriptif

analitif yaitu metode dimana tata cara penyelesaian masalah penelitian

dengan menyelidiki serta melihat fakta berupa data-data Program Simpan-

22 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), cet.

3,h. 143.
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pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa
Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Pola pikir yang digunakan yaitu deduktif dan komparatif. Adapun Pola
pikir deduktif yaitu pola berpikir dari pernyataan yang bersifat umum yang
disimpulkan menjadi pernyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini fakta-
fakta berupa data-data Program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa
Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo dipahami dan dideskripsikan kemudian dilanjutkan
dengan menarik kesimpulan secara komparatif yakni menurut Hukum Islam
dan Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 dan No. 43/DSN-
MUI/VII/2004.

I. Sistematika Pembahasan

Pertama bab Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi
dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan.

Kedua, yaitu bab Qard, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dan
No. 43/DSN-MUI/VII/2004 meliputi, akad - akad dan fatwa-fatwa yang terkait
dan berhubungan dengan penelitian.

Ketiga, Program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan
Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten

Sidoarjo yaitu tentang sejarah, visi misi, struktur organisasi.
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Keempat, membahas mengenai bab Analisis Hukum Islam dan Fatwa
DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dan No. 43/DSN-MUI/VII/2004
terhadap Program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan

Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Kelima, berisi bab Penutup. Pembahasan yang ada di bab penutup yakni
berisikan kesimpulan serta saran yang didasarkan untuk memahami dan

menjawab kalimat pertanyaan yang ada di bagian rumusan masalah.



BAB II

QARD, DAN FATWA DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 DAN NO.

43/DSN-MUI/VI1/2004

A. QARD

1. Pengertian Qard

Pada dasarnya mu’amalah jika dilihat dari tujuannya, dalam figih

muamalah dibagi kedalam dua bagian menurut tujuannya, yaitu :

a. Akad Tabarru’, yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek
pertolongan dan pemberian atau kontrak yang menyangkut transaksi
yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction) Sebagai
tujuan utamanya.

b. Akad Tijarah, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut
transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini
dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga bersifat

komersiil.??

Qard (bahasa) berasal dari kata: garrada yang sinonimnya: ga 't}a rtinya
memotong (Rais, 2011). Diartikan demikian karena orang yang memberikan
utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang
menerima utang (mugtarid). Kemudian kata itu digunakan sebagai Bahasa

kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama. Salah

2 Yoyok Prasetyo, Ekonomi Syariah, (Jakarta : Aria Mandiri Group, 2018), h. 54.

22
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seorang penyair berkata, “Sesungguhnya orang kaya bersaudara dengan orang
kaya, kemudian mereka saling meminjamkan, sedangkan orang miskin tidak

memiliki saudara.”?*

Secara terminologi muamalah, qard adalah memiliki sesuatu (hasil
pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagasi penggantinya
dengan nilai yang sama. Secara teknis qardh adalah akad pemberian pinjaman
dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah
yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman
ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waku tertentu (sesuai
kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran

atau sekaligus.?

Perjanjian qard adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qard,
pemberi pinjaman (Kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (mugtarid)
dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu
yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu
diberikan (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang

al-qard).

Menurut teknis, perbankan, gard adalah pemberian pinjaman dari bank
kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana

talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman konsumtif.

24 Al Zubaidi, Al Murtadha, Taj al arusfi Syarh Al Qamus Juz 5, (Cetakan Mesir, 1314), h. 75-77.
25 Mahmudatus Sa’diyah, Figih Muamalah II (Teori dan Praktik) (Jepara : UNISNU PRESS,
2019), h.93.
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Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu (sesuai dengan
kesepakatan bersama sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan

pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus (Manan, 2012)).

Secara syar’l pra ahlil figih mendenisikan qard sebagai berikut:

a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa
suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan
kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam
baik hati.

b. Menurut Madzhab Maliki, mengatakan qard adalah pembayaran dari
sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau
setimpal.

c. Menurut Madzhab Hanbali, qard adalah pembayaran uang ke seseorang
siapa yang akan memperoleh mnfaat dengan itu dan kembalian sesuai
dengan padananny.

d. Menurut Madzhab Syafi’l, qard adalah memindahkan kepemilikan
sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali
kepadanya.

e. Menurut Sayyid Sabiq, qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi
utang (mugrid) kepada penerima utang (mugtarid) seperti yang
diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Menurut Syafi’l Antonio (2001), Qard adalah pemberian harta kepada

orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain

meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia (1999),



25

Qard adalah akad pinjaman dari bank (mugrid) kepada pihak tertentu
(mugtarid) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai
pinjaman.

Dengan demikian, Al-Qard adalah suatu akad antara dua belah pihak,
dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua
untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus

dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.?®

Hadits Nabi saw: ketika Rasulullah diisra’kan pada waktu mlm, di pintu
surga tertulis: “sedekah dibalas sepuluh kali lipat, utang (gard) dibalas delapan
belas kali lipat. Nabi bertanya: wahai Jibril, mengapa gard lebih utama dari
sedekah. ia menjawab: karena penerima sedekah (peminta-minta) masi punya
uang, sedang yang meminjam tidak akan meminjam, kecuali karena keperluan
(HR.Ibnu Majah dari Anas bin Mallik). [jma’ ulama: gardh diperbolehkan,
karena sudah menjadi kodrat bahwa manusia tidak bisa lepas dari bantuan

orang lain.?’

2. Landasan Hukum Qard
a. Al-Qur’an

1. QS. Al Baqarah ayat 245

26 Mahmudatus Sa’diyah, Figih Muamalah II (Teori dan Praktik), (Jepara : UNISNU PRESS,
2019), h.93-94
27 Harun, Figih Muamalah, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), h.144-146.
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Artinya: “ Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang
baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak.
Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu
dikembalikan.”*

2. QS. Al Maidah ayat 2
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Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar
kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-
hewan kurban) dan gala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),
dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi
Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi
apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu.
Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka
menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat
melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu
dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada
Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

3. QS. Al Hadid ayat 11

& 521 D5 40 Adsal s 354 \:,b;a;:;;U\ss&;

(13

Artinya: Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan
pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat

28 https://quran.kemenag.go.id/sura/2/245 di akses 07/08/20.
29 https://quran.kemenag.go.id/sura/5/2 di akses 07/08/20.
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ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia,.” (Surah Al-Hadid
ayat 1).%°

Yang Menjadi Landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disuruh
untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan

harta di jalan Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseur untuk
“meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari

kehidupan bermasyarakat (civil society).!
4. QS. At-Taghabun Ayat 17

;_;/u_m 4 j J—i’.‘-’j(igj}a/!.f f//@;;&\\j:bﬁél
Artinya: ““ Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman

yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan
mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun”>?

b. Al-Hadits

1. HR.Ibnu Mas’ud

P
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30 https://quran.kemenag.go.id/sura/57 di akses 05/08/20.

31 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta : Gema Insani Press,
2001), h. 132..

32 https://quran.kemenag.go.id/sura/64/17 di akses 05//8/20.
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Artinya: “ Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa: Nabi berkata,
“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim
(lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadagah”
(H.R. Ibnu Majah no. 2421, kitab Al Ahkam: Ibnu Hibban, dan
Baihagj).**

2. HR. Abu Hurairah
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Artinya: “ Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu
‘alaithi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu
kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah melapangkan
darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan
(urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah
Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan
akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan
menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong
seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.
Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Alldh akan
mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum
berkumpul di salah satu rumah Alldh (masjid) untuk membaca
Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan
ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka,
Malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah
para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat
oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis
keturunannya tidak bisa mempercepatnya.” 3

3. HR. Ibnu Majjah

33 Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid 2, h. 816

3% Muslim (no. 2699), Ahmad (11/252, 325), Abu Dawud (no. 3643), Tirmidzi (no. 1425, 2646,
2945), Ibnu Méjah (no. 225), Ad-Darimi (I/99), Ibnu Hibban (no. 78- Mawariduzh Zham-an), Ath-
Thayalisi (no. 2439), Al-Hakim (I/88-89), Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (no. 127), Ibnu
‘Abdil Barr dalam Jami’ Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlihi (I/63, no. 44).
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Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda,” Aku
melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis:
sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku
bertanya, Wahai Jibril, mengapa gard lebih utama dari sedekah ? Ia
menjawab, karena peminta, meminta sesuatu padahal ia punya,
sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena

keperluan.” (HR. Ibnu Majjah).*

Ijma

Para Ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan.

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa

pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki

segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah

menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang

sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.®

d. Kaidah Figh

G, 36 aais

il 3 o5 IS

Artinya: “Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi

yvang berpiutang, muqrid) adalah riba.”

35 Sunan Ibnu Majah, 4sh-Shadagat, bab al-qardh, hadits No. 2431.

3¢ Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta : Gema Insani Press,

2001), h. 132.
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3. Rukun dan Syarat Al- Qard

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad qard ini. Apabila

rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad qard akan batal. Rukun qard

tersebut adalah:

&

Pihak peminjam (mugtarid) Pihak peminjam yaitu orang yang

meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman.

b. Pihak pemberi pinjaman (mugqrid) Pihak pemberi pinjaman yaitu
orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepada
pihak peminjam.

c. Dana (gard) atau barang yang dipinjam (mugqtarad) Dana atau
barang disini yang dimaksud adalah sejumlah uang atau barang yang
dipinjamkan kepada pihak peminjam.

d. Tjab gabul (sighat)

Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi

(akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan kabul yang jelas,

sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz gard.’’

Adapun yang menjadi syarat qard adalah sebagai berikut:
a. Dua pihak yang berakad, yaitu orang yang berutang (mugqtarid)

dan orang yang memberikan pinjaman (mugqrid), disyaratkan:

37 Ghufron A.Mas’adi, Figih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),

h. 173-174.
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Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru.
Artinya, cakap dalam melakukan tindakan hukum;

Mugrid adalah orang yang mempunyai kewenangan (ahli at
- tabarru’) dan kekuasaan untuk melakukan akad tabarru’.
Artinya, harta yang diutangkan tersebut adalah miliknya
sendiri, tidak bisa barang milik orang lain atau barang yang
telah dipinjam dari orang lain. Menurut ulama Syafi’iyah,
kecakapan dan kepantasan pada akad gard harus dengan

kerelaan, bukan dengan paksaan.

b. Harta yang diutangkan (mugrad) disyaratkan:

1.

Harta yang diutangkan merupakan harta mitsil, yaitu harta
yang dapat ditakar (makilaf), harta yang dapat ditimbang
(ma’uzunat), harta yang dapat diukur (zari’at), dan harta
yang dapat dihitung (‘addiyat). Ini merupakan pendapat
ulama Hanafiyah.

Setiap harta yang dapat digunakan untuk jual beli salam, baik
itu jenis harta makilat, maupun ‘addiyat . Ini merupakan
pendapat ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Atas
dasar pendapat tersebut maka tidak sah mengutangkan

manfaat (jasa). Hal ini merupakan pendapat jumhur Fuqaha.

. Al - Qabd atau penyerahan. Akad utang piutang tidak bisa

dikatakan sempurna, kecuali disertai dengan adanya serah

terima karena di dalam akad qard ada unsur tabarru’. Begitu
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juga dengan akad tabarru’ tidak bisa dikatakan sempurna,
kecuali disertai dengan serah terima (a/ - gabd). Hal ini
sesuai dengan kaidah figh yang berbunyi:

Sl W 5 g Y
Artinya: “Tidak Sempurna akad Tabarru’ (akad yang tidak
diperuntukkan untuk mencari keuntungan), kecuali setelah
diserahkan”.

Hutang piutang tersebut tidak memberikan keuntungan bagi

mugqrid (yang mengutangkan).

. Utang tersebut menjadi tanggung jawab mugqtarid. Artinya

orang yang berhutang harus mengembalikan utangnya

dengan harga atau nilai yang sama.

. Barang tersebut bernilai harta dan boleh diambil manfaatnya

dalam islam (mal mutagawwim).

. Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadar dan

sifatnya.

. Pinjaman tersebut boleh secara mutlak, atau ditentukan

dengan batas waktu.

Sighat/Ijab Qabul

Akad qard dinyatakan sah dengan adanya ijab dan gabul berupa

lafadz qard atau yang sama pengertiannya, seperti: “aku memberimu

uang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul akan sah
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dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti ,aku

berutang® atau “aku menerima”, atau “aku ridho”, dan sebagainnya.

Akad qard bertujuan untuk tolong menolong dengan sesama,
bukan untuk mencari keuntungan, akad qard dinyatakan sah dengan
adanya pemberi hutang dan penerima hutang dengan syarat-syarat
yang telah ditentukan, Salah satunya yaitu ahli at - tabarru’ yaitu
seorang yang memiliki kebebasan mengelola harta secara non-
komersial, maka seseorang yang tidak memiliki kriteria ahli at -
tabarru’ tidak sah melakukan akad qard dengan menggunakan harta
orang-orang yang berada di bawah otoritasnya, kecuali pada keadaan
darurat. Selanjutnya, adanya barang yang dapat dihutangkan, dan
adanya ijab dan gabul. Dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak
yang berhutang dan yang berpiutang harus memenuhi syarat

sebagaimana yang telah diuraikan diatas.?®

4. Manfaat al-Qard
Manfaat al-gard banyak sekali, di antaranya:

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalm kesulitan mendesak untuk

mendapat talangan jangka pendek,

38 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 239.
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b. Al-gard al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank
syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi
social, disamping misi komersial,

c. Adanya misi social-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik
dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.>

B. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

1. Pengertian Fatwa

Fatwa Berasal dari Bahasa Arab : Lﬁjﬁ) fatwa) adalah sebuah istilah

mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan
dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah
"nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah
sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau
perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh
seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan

yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafii) yang tidak mempunyai

keterikatan.*°

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

1) Jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh
mufti/ahli tentang suatu masalah dan

2) Nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petuah.*!

3% Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta : Gema Insani Press,
2001), h.134.

40 https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa di akses 21/08/2020.

41 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, h.240.
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2. Dasar Hukum Fatwa
¢ QS. An-Nahl Ayat 43
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Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau
(Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu
kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*?

e Hadits
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Artinya : Dari ibnu abbas r.a. bahwa Sa’ad Bin ‘Ubadah r.a. Minta
Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya
ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban
nadzar yang belum ditunaikanya? Lalu Rasulullah SAW.
Menjawab: “tunaikan nadzar itu atas nama ibumu”. (HR Abu daud

dan Nasai). **

3. Latar Belakang Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

Indonesia

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai

masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam

42 https://quran.kemenag.go.id/sura/16/43 di akses 21/08/2020.
4 Muwamal Hamidy, et al. Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, jilid 6,
(Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 597-598.
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bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan

tuntunan syariat Islam

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan
koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan
dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang
memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh
kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan
ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara
proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang

dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.**

4. Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/TV/2001 Tentang al-Qard
Ketentuan Umum al-Qard:
1. Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (mugqtarid)
yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima

pada waktu yang telah disepakati bersama.

4 https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/ di akses 21/08/2020.
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3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang
perlu.
5. Nasabah al-Qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan
sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah
memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan
sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-
mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir
1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi
kewajibannya secara penuh.
Sumber Dana
Dana al-Qard dapat bersumber dari:

a. Bagian modal LKS;

b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
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c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran
infaqnya kepada LKS.

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.*

5. Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang ganti rugi
(ta’wid)

Ketentuan Umum:

1. Ganti rugi (ta 'wid) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang
dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2. Kerugian yang dapat dikenakan ta’wid sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan

jelas.

3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg

dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.

4 http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf dakses 31/08/2020.
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4. Besar ganti rugi (fa 'wid) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil
(real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan
bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena

adanya peluang yang hilang (opportunity loss).

5. Ganti rugi (fa 'wid) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang
menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna’ serta

murabahah dan ijarah.

6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh
dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah

apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan Khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LK'S dapat diakui sebagai

hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.

2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil

dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.

3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan

biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi

perselisthan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya
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dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

Ketentuan Penutup
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.*

46 https://drive.google.com/file/d/0BxT1-INihFyzZWDFxQVdPQmxfRUO/view dakses 31/08/2020.




BAB III

PROGRAM SIMPAN-PINJAM IBU-IBU PKK DI DESA KETEGAN
KECAMATAN TAMAN DAN DESA KALANGANYAR KECAMATAN
SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

A. Pengertian PKK

PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk
memberdayakan perempuan. Secara umum, tentunya kita tak asing bukan dengan
sebutan ibu-ibu PKK. Istilah ini sudah begitu luas dan biasanya diasosiasikan
dengan perkumpulan ibu-ibu yang memiliki berbagai kegiatan positif. Gerakan
PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang
tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat.
Pemberdayaan keluarga meliputi segala upaya bimbingan, pembinaan dan
pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri. Tim
penggerak PKK mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang
berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak
pada masing-masing jenjang demi terlaksana program PKK. Tim penggerak PKK
adalah warga masyarakt, baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat
sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan parpol, lembaga atau intansi, dan

berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali gerakan PKK.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, PKK merupakan salah satu
lembaga kemasyarakatan. Desa dan kelurahan merupakan mitra pemerintah dan
organisasi kemasyarakatan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah

desa dan kelurahahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya

41
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keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai
peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam
meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali,
pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, Pembina, motivator serat
penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan

sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.*’

B. Sejarah Terbentuknya PKK

PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari
Seminar Home Economic di Bogor pada tahun 1957, yang menghasilkan rumusan
10 Segi Kehidupan Keluarga. Kemudian ditindak lanjuti oleh Kementrian
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan 10
Segi Kehidupan Keluarga sebagai Kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

yang diajarkan di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat (PENMAS).

Pada bulan Mei tahun 1962 di Desa Salaman Kabupaten Magelang, Provinsi
Jawa Tengah, didirikan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) untuk
menyebarluaskan 10 Segi Kehidupan Keluarga. Sekitar tahun 1967 kehidupan
sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan, khususnya di daerah
Dieng Kabupaten Wonosobo diantara mereka banyak yang menderita Honger
Odeem (HO). Kenyataan ini menyentuh hati Ibu Isriati Moenadi, sebagai Isteri
Gubernur Jawa Tengah saat itu. Beliau merasa bertanggung jawab terhadap

kesejahteraan masyarakatnya dan berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah,

47 https://updesa.com/pkk/ di akses 07/09/2020.
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dari tingkat Provinsi sampai ketingkat Desa dan Kelurahan, dengan susunan
pengurus terdiri dari unsur-unsur Isteri Pimpinan Daerah, Tokoh-tokoh
masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk melaksanakan 10 Segi Pokok PKK

secara intensif.

Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, maka Presiden RI menganjurkan
kepada Menteri Dalam Negeri agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh
Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1972 Menteri Dalam Negeri mengirimkan
Surat Kawat Nomor SUS 3/6/12 tangal 27 Desember 1972 kepada Gubernur Jawa
Tengah untuk merubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, tembusan disampaikan kepada Gubernur

seluruh Indonesia.

Pada tahun 1978 diselenggarakan Lokakarya Pembudayaan 10 Segi Pokok
PKK, yang menghasilkan rumusan 10 Program Pokok PKK yang sampai sekarang
menjadi program Gerakan PKK. Berdasarkan Keputusan Presiden No 28 Tahun
1980, tentang Perubahan LSD menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
(LKMD), posisi PKK sebagai Seksi ke-10 di LKMD, selanjutnya Gerakan PKK

dibina oleh Departemen Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1982, Tim
Penggerak PKK Pusat dibentuk dan dipimpin oleh Ibu Amir Mahmud, istri
Menteri Dalam Negeri saat itu. Sebagai langkah selanjutnya, diadakan
pemantapan Gerakan PKK baik tentang pengelolaan dan pengorganisasiannya

maupun program kerja dan administrasi melalui Pelatihan, Orientasi, RAKON,
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dan RAKERNAS. RAKERNAS I PKK diadakan pada bulan Maret 1982.
Selanjutnya tahun 1983 di bawah pimpinan Ibu Kardinah Soepardjo Roestam,
melaksanakan RAKERNAS II PKK untuk memantapkan kelembagaan PKK

dengan 10 Program Pokok PKK nya.

Setiap tahun diadakan Rapat Konsultasi, lima tahun sekali diselenggarakan
Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PKK. Kemudian pada Sidang Umum MPR
Tahun 1983, berdasarkan TAP MPR No. I[I/MPR/1983 tentang GBHN,
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ditetapkan sebagai salah satu wahana untuk
meningkatkan Peranan Wanita Dalam Pembangunan. Pada tahun 1984 diterbitkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang menetapkan tentang pengertian, tujuan,

sasaran, fungsi, tugas Gerakan PKK, dan ketentuan atribut-atributnya.

Tahun 1987 atas persetujuan Presiden RI dibentuk Kelompok-kelompok PKK
Dusun/Lingkungan, RW, RT, dan kelompok Dasawisma, guna meningkatkan
pembinaan warga dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan mulai tahun
1988 PKK mendapatkan penghargaan-penghargaan Internasional seperti Maurice
Pate, Sasakawa Health Price, maupun penghargaan tingkat nasional dan daerah.
RAKERNAS IIT PKK dilaksanakan pada saat dipimpin oleh Ibu Ketua Umum Ibu
Kardinah Soepardjo Roestam pada tahun 1988, memantapkan pelaksanaan
program-program PKK dan mendapatkan penghargaan Hari Bumi Sedunia di

Miami, Amerika.
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Pada tahun 1993 dalam RAKERNAS IV PKK yang dipimpin oleh Ketua
Umum Ibu Odiana Rudini telah memutuskan untuk “MENETAPKAN
TANGGAL 27 DESEMBER SEBAGAI HARI KESATUAN GERAK PKK”,
yang diperingati setiap tahun. Pada bulan Desember 1997 diselenggarakan
Jambore Nasional Kader Posyandu yang pertama diikuti oleh Kader-kader PKK
dari 27 provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Melalui RAKERNAS V
PKK yang diadakan pada tahun 1998 Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S.M
selaku Pembina PKK memberikan penghargaan kepada Pelindung, Penasehat,
dan Kader-kader PKK yang telah berpartisipasi selama 25 tahun atau lebih, 15

tahun, dan 10 tahun tanpa terhenti.

1. Medali Tertinggi disesbut PARAMAHITA NUGRAHA.
2. Medali Utama disebut ADHI BHAKTI UTAMA.
3. Medali Madya disebut ADHI BHAKTI MADYA.

4. Medali Pratama disebut ADHI BHAKTI PRATAMA®*

C. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin.

48 https:/tppkk-pusat.org/tentangkami/ di akses 07/09/2020.
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2. Misi

a. Meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan,
pengamalan pancasila, kegotong royongan serta kesetaraan dan
keadilan gender.

b. Meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai
upaya keterampilan dan pengembangan koperasi.

c. Meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui pemenuhan pangan,
sandang dan perumahan sehat dan layak huni.

d. Meningkatkan derajat kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan
hidup serta perencanaan sehat.

e. Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK meliputi kegiatan

pengorganisasian dan peningkatan Sumberdaya Manusia.*’

4 https://tppkk-pusat.org/struktur/ diakses 07/09/2020/
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D. Struktur PKK
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E. Program Pokok Pkk
1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

2. Gotong Royong

(98]

. Pangan

4. Sandang

5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Ketrampilan

7. Kesehatan

8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

9. Kelestarian Lingkungan Hidup

10. Perencanaan Sehat

Untuk merealisasikan program-program tersebut di atas, maka

dibuat kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

F. Penanggung Jawab Pelaksana Program

Ada 4 (empat) kelompok kerja (Pokja) yang melakukan
perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi 10
Program Pokok PKK secara luwes dan koordinatif. Keempat Pokja tersebut

adalah:



1. POKJAI\:

a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

b. Gotong Royong

2. POKJA II:

a. Pendidikan dan Ketrampilan

b. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

3. POKJA III:

a. Pangan

b. Sandang

c. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

4. POKJA IV:

a. Kesehatan

b. Kelestarian Lingkungan Hidup

c. Perencanaan Sehat

49



50

G. Profil Desa Ketegan

1. Sejarah Desa Ketegan

Ketegan adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Taman, di
daerah Sidoarjo. Letak kelurahan Ketegan berbatasan langsung dengan kota
Surabaya. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai pegawai pabrik, hal ini
dikarenakan di wilayah Ketegan terdapat banyak perindustrian. Rata-rata
penduduk Ketegan sudah hidup sejahtera. Seperti daerah-daerah lainnya,
kelurahan Ketegan juga mempunyai kisah tersendiri yang mengiringi
perkembangannya sejak awal munculnya kelurahan Ketegan hingga sampai
saat ini. Pada awalnya kelurahan Ketegan merupakan kelurahan yang jarang
penduduknya. Pada zaman dahulu, rakyat Ketegan banyak yang bekerja di
persawahan, karena zaman dahulu masih terdapat banyak lahan persawahan
di wilayah Ketegan. Seluruh rakyat Ketegan memulai aktivitasnya di sawah

sebelum terbit fajar hingga terbenamnya fajar di ufuk barat pada senja hari.

Pada suatu hari yang cerah, ditemani oleh kicauan burung dan gemricik air
sungai yang mengalir, warga sedang bekerja dengan giatnya di sawah. Hingga
saat itu matahari sedang bersinar tepat di atas ubun-ubun, sehingga para
warga memutuskan untuk beristirahat guna memulihkan tenaga. Namun saat
warga tengah menikmati santap siangnya, tiba-tiba ada salah seorang warga
yang berada di tepi sungai berteriak, “Mayat! Mayat!”. Sontak semua warga
yang sedang beristirahat sambil berbincang berhamburan dan lari
berbondong-bondong menuju lokasi dimana mayat tersebut ditemukan.

Mayat tersebut ditemukan mengapung dan dalam kondisi yang sangat
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memprihatinkan. Mayat itu sudah kaku, membiru dan terdapat banyak luka
bekas sayatan pisau di sekujur tubuhnya. Tak satu pun warga berani untuk
mendekati mayat tersebut. “Bagaimana ini? Kita apakan mayat ini?”, teriak
salah seorang warga. “Kita hanyutkan saja. Daripada kita repot-repot dan bisa
saja kita terkena sial. Biar orang lain saja yang mengurusnya”, usul salah
seorang warga. Karena rasa takut akan terkena sial, maka pada akhirnya
semua warga sepakat untuk membiarkan mayat tersebut larut dalam arus

sungai tersebut.

Para warga pun satu per satu meninggalkan tempat tersebut untuk
melanjutkan pekerjaannya kembali seakan-akan peristiwa ditemukannya
mayat tersebut tidak pernah terjadi. Tidak ada seorang warga pun yang
membicarakan peristiwa tersebut di kemudian hari. Namun pada esok hari
warga desa seberang menemukan mayat tersebut. Berbeda dengan warga desa
sebelumnya, warga desa tersebut mengangkat mayat tersebut dari sungai dan
menguburkan mayat tersebut dengan selayaknya. Ada salah seorang warga
tersebut yang mengetahui tentang perbuatan warga desa sebelah yang
membiarkan saja mayat tersebut larut dalam arus sungai. Karena sifat warga
yang tega membiarkan mayat tersebut tanpa mengurusnya dengan
selayaknya, maka warga desa seberang menamai daerah tersebut dengan
nama “Ketegan”. Dimana Ketegan mempunyai makna “tegoan” dalam
bahasa Jawa yang berarti tega. Begitulah awal bagaimana tercetusnya nama
Ketegan. Sampai saat ini warga menyebut kelurahan ini dengan nama

kelurahan Ketegan.
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2. Kondisi Geografis

Ketegan adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Jarak Desa Ketegan dari Pusat Pemerintah
Kecamatan Taman sekitar 1 KM, Jarak Desa Ketegan dari Kabupaten Sidoarjo
10 KM. Berdasarkan data monografi desa, Luas wilayah Desa Ketegan adalah
8,43 Ha atau kurang lebih 84.300 m2. Dengan Jummlah Penduduk 7.221.
Ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 2,5 mdpl, Topografinya berupa
Dataran Rendah dengan suhu udara rata-rata 32°C. Desa Ketegan terletak di

Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut:

e Sebelah Utara : Kelurahan Bebekan
e Sebelah barat : Kelurahan Wonocolo
e Sebelah Timur  : Kelurahan Bungurasih

e Sebelah Selatan : Kelurahan Geluran
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3. Struktur Ibu-Ibu PKK Desa Ketegan

Daftar Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Ketegan

Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019

Ketua : Rudi Agus Suhartono
Wakil Ketua : Hj. Sunarti Isprijadi
Sekretaris : Hj. Sumiyati
Bendahara : Diyah Aries
Pokja I
Ketua : Anwar
Anggota : Chamdanah
Dina
Lilik
Pokja II
Ketua : Siswono
Anggota : Mukti
Trimayono
Sularso
Sugianto
Pokja IIT

Ketua : Munawaroh



54

Anggota : Sutarminingsih
Atik Susilowati

Nina Marlina

Pokja IV
Ketua : Yuhanes
Anggota : Arik

Melinda

Agus Riyanto™

H. Profil Desa Kalanganyar

1. Sejarah Desa Kalanganyar

Secara historis Desa Kalanganyar tidak terdapat riwayat yang jelas tentang
awal mula terbentuknya desa Kalanganyar. Ada cerita bahwa dinamakan desa
Kalanganyar berasal dari kata “Kalang® yang berarti hamparan tanah dan
“Anyar” berarti baru. Tanah desa Kalanganyar seluruhnya adalah baru karena
sebelumnya adalah pantai yang terus mengalami pendangkalan sampai sekarang.
Bahwa tanah Kalanganyar sebelumnya adalah pantai dapat dibuktikan dengan
ditemukannya kerang-kerang di permukaan maupun dalam tanah gunung
Kalanganyar. Ada sebuah cerita bahwa yang membuka desa Kalanganyar adalah
orang dari Gresik yang bernama Ki Reno. Namun tidak ada cerita bahwa Ki
Reno adalah Kepala Desa Kalanganyar. Tidak ada sejarah atau cerita yang jelas

tentang Kepala Desa Kalanganyar pertama. Namun ada satu cerita tentang

0 Is, Wawancara, Sidoarjo 18 September 2020
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Legenda Bupati Sidoarjo yang bernama Kanjeng Jimat Djokomono. Diceritakan
bahwa Bupati Sidoarjo yang bernama Kanjeng Jimat Djokomono menyuruh
seorang Kepala Desa Kalanganyar yang bernama Sokrijo untuk membangun
tambak. Namun setelah tambak tersebut jadi dan diminta oleh Sang Bupati,
Kepala Desa Kalanganyar Sokrijo menyatakan “puniko tambak dalem* yang
berarti tambak saya“. Tambak tersebut sampai sekarang masih ada dan berada
di wilayah sebelah barat laut perkampungan Desa Kalanganyar. Sebagaimana
diketahui bahwa periode Bupati RTAA Tjokronegoro Il atau Kanjeng Jimat
Djokomono adalah tahun 1863 — 1883.

Jadi bisa disimpulkan Kepala Desa Kalanganyar Sokrijo sekitar tahun 1863 —
1883. Kepala Desa tersebut diyakini bukan kepala desa yang pertama. Sementara
itu ditemukan satu cerita bahwa sebelum tahun 1900 an sudah ada lebih dari 16

Kepala Desa Kalanganyar.

2. Kondisi Geografis

Desa Kalanganyar merupakan salah satu desa yang berada di desa kecamatan
Sedati kabupaten Sidoarjo. Secara geografis Desa Kalanganyar berbatasan

dengan

1. Sebelah Utara : Desa Cemandi dan Desa Tambak Cemandi
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Barat : Desa Buncitan

4. Sebelah Selatan : Desa Sawohan
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Jarak Desa Kalanganyar dari Pusat Pemerintah Kecamatan Sedati sekitar 4
KM, Jarak Desa Kalanganyar dari Kabupaten Sidoarjo 15 KM. Berdasarkan data
monografi desa, Luas wilayah Desa Kalanganyar adalah 4.476 Ha atau kurang
lebih 135.000 m2. Dengan Jummlah Penduduk 8.450 dan kepadatan 120/M2.
Ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 2,5 mdpl, bayaknya curah hujan
sekitar 2.000 mm/tahun, Topografinya berupa Dataran Rendah, suhu udaranya

rata-rata sekitar 23°C-32°C.

Desa Kalanganyar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan
Sedati Kabupaten Sidoarjo yang terkenal potensial akan perikanan. Mayoritas
penduduknya terikat dengan sektor perikanan, baik itu yang fokus pada usaha
perikanan maupun sebagai pekerjaan sampingan. Kegiatan perikanan sudah
dilahirkan turun temurun oleh sesepuh mereka, sehingga masyarakat lebih
mengutamakan pekerjaan perikanan sebagai jalan hidup mereka

Desa ini sebagai penghasil komoditas bandeng, udang windu dan terasi,
kerupuk & olahan ikan bandeng. Kalanganyar merupakan desa yang agamais,
religius dan saat ini tumbuh dalam rangka tahap membangun. Baik sektor
pendidikan, perdagangan, kesehatan dan sektor infrasturktur pariwisata
pemancingan yang mana hal itu telah berkembang pesat dan sudah terkenal di
seluruh wilayah Kab. Sidoarjo.

Desa Kalanganyar selain sebagai penghasil bandeng terbesar di Sidoarjo,
juga memiliki banyak potensi lain yang mungkin bahkan kurang diperhatikan.

Seperti tambak garam yang juga terdapat di desa tersebut. Tambak garam yang



57

kurang diperhatikan ternyata memiliki andil yang cukup besar dalam

perekonomian desa Kalanganyar sendiri khususnya.

Selain itu, kolam pemancingan yang berjajar di pinggir jalan raya
kalanganyar memberikan banyak pilihan tempat memancing bagi penggila
hobby ini. Suasangan santai, rindang dan tenang tentu saja menjadi kelebihan
bagi masyarakat yang ingin rekreasi dan juga menghasbiskan liburan bersama
keluarga. Di kolam pemancingan inipun juga menyediakan tempat untuk
menikmati hasil dari pancingan anda sendiri. Dengan banyaknya para ibu-ibu
yang menawarkan cabut duri hingga langsung bakar ikan di tempat menambah
kenikmatan liburan bersama keluarga. Penatnya memancing akan terobati
dengan nikmat dan gurihnya ikan bandeng bakar hasil pancingan sendiri. Kolam
pancing inipun merupakan salah satu tempat paling nyaman untuk
bercengkerama dengan sahabat dan juga teman. Anda bisa membuktikan sendiri
dengan datang langsung ke Desa Kalanganyar, surga para pemancing dan

penikmat bandeng.

Disini pun banyak pula disediakan tempat pembelajaran pengolah ikan
bandeng bagi wirausahawan ataupun para ibu rumah tangga yang tertarik akan
pengolahan ikan bandeng. Seperti cabut duri bandeng, pembuatan bandeng asap,

bandeng presto ataupun otak-otak bandeng.

Desa Kalanganyar pun memiliki pelelangan ikan yang lengkap dan beragam

jenis ikan dapat dengan mudah dan murah didapatkan disana.



3. Struktur Ibu-Ibu PKK Desa Kalanganyar

Daftar Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Kalanganyar

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Periode 2014-2019

Pembina : Irham Taufiq
Ketua : Fatmawati
Wakil Ketua : Diana Rahmawati, S.Pd.I
Sekretaris I : Sa’adah
Sekretaris 11 : Lailatul Maria Ulfah, S.Pd.
Bendahara I : Anik Mufidah, S.Si.
Bendahara 11 : Siti Afifah
Pokja I
Ketua : Rodliyah
Anggota : Roudlotul Ummah

Nailil Karomah

Romlah

Dewi Nur Daniyah
Pokja II
Ketua : Nihayatus Sa’adah
Anggota : Ely Suroyah

Dewi Maisaroh

Ummu Umaroh



Muntasirotus Sa’adah

Pokja IIT
Ketua : Nurul Ifadah
Anggota : Ni’matul Yatimah
Munawaroh
Lilik Misawati
Pokja IV
Ketua : Sholikah
Anggota : Dewi Mahmudah
Rifdatul Amaliyah
Hj.Mu’anah
Tamunah®!

I. Perbedaan Pelaksanaan Praktek Qard (Hutang-piutang)

1. Syarat-syarat Berhutang
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No.

Desa Kalanganyar

Desa Ketegan

Anggota Ibu-ibu PKK dan masyarakat

umum (namun masih di seleksi)

Anggota Ibu-ibu PKK

Membayar  simpanan  pokok  dan
simpanan wajib serta iuran lain yang

ditetapkan dalam rapat umum anggota.>?

Membayar simpanan pokok dan

simpanan wajib serta iuran lain yang

ditetapkan dalam rapat

anggota.>

umum

5! Diana, Wawancara,, Sidoarjo 29 Juni 2020
52 Is, Wawancara, Sidoarjo 15 Mei 2020
53 Titin, Wawancara, Sidoarjo 12 Mei 2020
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Ket: Apabila ada masyarakat umum yang akan mengajukan pinjaman, maka

perlu dilakukan seleksi dahulu. Cara ini dilakukan agar uang pinjaman yang

dipinjam terlunasi dan tidak dibawa kabur.

2. Tata cara hutang-piutang

No. Desa Kalanganyar Desa Ketegan

1. Setiap anggota dan masyarakat umum | Setiap anggota yang hendak
yang hendak berhutang, Langsung | berhutang, Langsung menemui di
menemui di kediaman Beliau | kediaman Beliau (Ketua/Bendahara
(Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa | Ibu-ibu PKK Desa Ketegan).
Kalanganyar).

2. Menyampaikan maksud dan tujuan | Menyampaikan maksud dan tujuan
datang ke kediaman Beliau | datang ke  kediaman  Beliau
(Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa | (Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK
Kalanganyar) untuk meminjam uang. Desa Ketegan) untuk meminjam

uang.

3. Membicarakan ketentuan—ketentuan yang | Membicarakan ketentuan—ketentuan
harus disepakati oleh kedua belah pihak | yang harus disepakati oleh kedua
yaitu antara Ketua/Bendahara Ibu-ibu | belah pihak yaitu antara
PKK Desa Kalanganyar dan | Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa
anggota/Masyarakat umum yang hendak | Ketegan dan anggota yang hendak
berhutang. berhutang.
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Isi Kesepakatan: Ingin meminjam uang
sejumlah berapa (maks. Rp. 500.000),
cicilan yang harus dibayarkan, dan
tambahan pembayaran harus dibayarkan.

Kemudian hutang tersebut ditulis pada

buku khusus hutang piutang.

Isi Kesepakatan: Ingin meminjam
uang sejumlah berapa (maks. Rp.
5.000.000), cicilan yang harus
dibayarkan (uang pinjaman di bawah
2 jt di cicil 3 bulan, sedangkan uang
pinjaman di atas 2 jt di cicil 4 bulan),
harus

tambahan pembayaran

dibayarkan, dan apabila terjadi
keterlambatan pembayaran (akan
nada pencatatan  hutang baru
dengan tambahan bunga 10% dari
sisa hutang dan tetap di angsur
sesuai ketentuan nominal uang

pinjaman).  Kemudian  hutang

tersebut ditulis pada buku khusus

hutang piutang.
3. Tata cara pengembalian hutang piutang
No. Desa Kalanganyar Desa Ketegan
1. Pengembalian hutang piutang dilakukan | Pengembalian hutang piutang dilakukan

secara menyicil disetiap bulannya oleh
anggota/masyarakat umum yang berhutang
membayar kepada Ketua/Bendahara Ibu-

ibu PKK Desa Kalanganyar kediaman

secara menyicil disetiap bulannya oleh
anggota yang berhutang membayar
kepada Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK

Desa Ketegan di kediaman Beliau.
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Beliau. Ketentuan cicilan tersebut sudah
ditentukan dalam Rapat Umum Anggota.
Di cicil selama 10 x. cicilan perbulan
Rp.57.500.3

: Rp.500.000

Contoh : Pinjaman

Uang jasa 15 % : Rp. 75.000 +

Total : Rp.575.000

Ketentuan cicilan tersebut sudah

ditentukan dalam Rapat Umum
Anggota. Dicicil selama 3 bulan/3 kali

pembayaran.>

Contoh : pinjaman  : Rp. 1.000.000
Bunga 10% : Rp. 100.000 +
Total : Rp.1.100.000

4. Data Hutang-piutang Ibu-ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman

Kabupaten Sidoarjo:

NO.| Nama | U™RR e Cicilan Waktu | Tambahan
Hutang
Ibu ) . 3
L | Moling | RP-1.000.000 | 3 kali | Rp.350.000%2+Rp.300.000 | = | Rp.100.000
2 | ki | 2000000 | 3%l | Rp.650.000%2¢Rp.700.000 | 1 | Rp.200.000

5. Data Hutang-piutang Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati

Kabupaten Sidoarjo:

NO. Nama el Dicicil Cicilan Tambahan
Hutang
1. Ibu Romlah Rp.500.000 10 kali Rp.575.000 Rp.75.000

54 Titin, Wawancara, Sidoarjo 29 Juni 2020
35 Sofyan, Wawancara, Sidoarjo 15 Mei 2020




BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI TERHADAP
PROGRAM SIMPAN-PINJAM IBU-IBU PKK DI DESA KETEGAN
KECAMATAN TAMAN DAN DESA KALANGANYAR KECAMATAN

SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap program simpan-pinjam Ibu-Ibu PKK di Desa Ketegan
Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo
1. Analisis terhadap program simpan-pinjam Ibu-Ibu PKK di Desa Ketegan

Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan praktek transaksi yang terjadi antara pihak pemberi pinjaman
(mugrid) dan pihak peminjam (mugtarid) adalah praktek hutang piutang (gard).
Praktek hutang piutang (gard) tersebut terjadi di Desa Ketegan Kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo. Qard/Hutang piutang yang dilakukan Ibu-Ibu PKK di Desa
Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini dalam istilah mu’amalah
disebut dengan akad gardh. Arti akad Qard adalah suatu akad antara dua belah
pihak (pihak pemberi pinjaman (muqrid) dan pihak peminjam (muqtarid)),
dimana pihak pertama memberikan uang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan
dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus dikembalikan persis (sama) seperti
yang ia terima dari pihak pertama berdasarkan waktu yang telah ditentukan tanpa

mengharapkan imbalan.
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Pada dasarnya Mu’amalah jika dilihat dari tujuannya, dalam figih muamalah

dibagi kedalam dua bagian menurut tujuannya, yaitu :

a. Akad Tabarru’, yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek
pertolongan dan pemberian atau kontrak yang menyangkut transaksi
yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction) Sebagai
tujuan utamanya.

b. Akad Tijarah, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut
transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini
dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga bersifat

komersiil.

Qard/Hutang piutang yang dilakukan Ibu-Ibu PKK di Desa Ketegan
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini termasuk kedalam akad gqardh
(hutang piutang). Yang mana Qard sendiri jika dilihat dari tujuan Mu’amalah
adalah masuk kedalam lingkup Akad Akad Tabarru’, yaitu segala macam akad
yang dimotivasi oleh aspek pertolongan dan pemberian atau kontrak yang
menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction)

Sebagai tujuan utamanya.

Ibu-Ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini
yang hendak berhutang, Langsung menemui di kediaman Beliau
(Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Ketegan). Kemudian menyampaikan
maksud dan tujuan kedatangannya untuk memimjam uang. Ketua/Bendahara

Ibu-ibu PKK Desa Ketegan sebelumnya sudah menerangkan kepada
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anggota/masyarakat umum yang hendak meminjam uang apa saja ketentuan
yang harus di lakukan ketika akan mengembalikan uang pinjaman itu. Ketentuan
itu telah disepakati sebelumnya oleh seluruh pengurus dan anggota dalam rapat.
Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman di suatu hari. Jadi
anggota/masyarakat umum yang hendak meminjam uang sudah mengetahui
ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut mengenai Isi Kesepakatan: Ingin
meminjam uang sejumlah berapa (maks. Rp. 5.000.000), cicilan yang harus
dibayarkan (uang pinjaman di bawah 2 jt di cicil 3 bulan/3 kali pembayaran,
sedangkan uang pinjaman di atas 2 jt di cicil 4 bulan/4 kali pembayaran),
tambahan pembayaran harus dibayarkan, dan apabila terjadi keterlambatan
pembayaran (akan ada pencatatan hutang baru dengan tambahan bunga 10%
dari sisa hutang dan tetap di angsur sesuai ketentuan nominal uang pinjaman).
Kemudian hutang tersebut ditulis pada buku khusus hutang piutang. Semua itu
telah mencapai kesepakatan dari pengurus dan anggota Ibu-ibu PKK Desa

Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Setelah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak, maka terjadilah ijab dan
kabul. Saat melakukan kesepakatan, ketua Ibu-ibu PKK/Bendahara selalu
menuliskan perjanjian hutang dalam sebuah buku khusus hutang piutang dimana
ada ketentuan berapa jumlah nominal yang di pinjam, cicilan berapa kali/jumlah
cicilan, terakhir pelunasan pinjaman dan julah tambahan pengembalian

pinjaman.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam praktek hutang piutang

(qard) yang dilakukan oleh Ibu-ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman
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Kabupaten Sidoarjo sudah benar, sebab tidak terdapat penyimpangan dalam

aspek mu’amalah.

2. Analisis terhadap program simpan-pinjam Ibu-Ibu PKK Desa
Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan praktek transaksi yang terjadi antara pihak pemberi pinjaman
(mugrid) dan pihak peminjam (mugtarid) adalah praktek hutang piutang
(gard). Praktek hutang piutang (gard) tersebut terjadi di Desa Kalanganyar
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Qard/Hutang piutang yang dilakukan
Ibu-Ibu PKK di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini
dalam istilah mu’amalah disebut dengan akad gard. Arti akad Qard adalah
suatu akad antara dua belah pihak (pihak pemberi pinjaman (mugrid) dan pihak
peminjam (mugtarid)), dimana pihak pertama memberikan uang kepada pihak
kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus
dikembalikan persis (sama) seperti yang ia terima dari pihak pertama
berdasarkan waktu yang telah ditentukan tanpa mengharapkan imbalan.

Pada dasarnya Mu’amalah jika dilihat dari tujuannya, dalam fiqih

muamalah dibagi kedalam dua bagian menurut tujuannya, yaitu :

a. Akad Tabarru’, yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek
pertolongan dan pemberian atau kontrak yang menyangkut transaksi
yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction) Sebagai
tujuan utamanya.

b. Akad Tijarah, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut

transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini
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dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga bersifat

komersil.

Setiap anggota dan masyarakat umum yang hendak berhutang,
Langsung menemui di kediaman Beliau (Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK
Desa Kalanganyar). Menyampaikan maksud dan tujuan datang ke
kediaman Beliau (Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar) untuk
meminjam uang. Membicarakan ketentuan—ketentuan yang harus disepakati
oleh kedua belah pihak yaitu antara Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa

Kalanganyar dan anggota/Masyarakat umum yang hendak berhutang.

Isi Kesepakatan: Ingin meminjam uang sejumlah berapa (maks. Rp.
500.000), cicilan yang harus dibayarkan, dan tambahan pembayaran harus
dibayarkan. Kemudian hutang tersebut ditulis pada buku khusus hutang
piutang.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam praktek hutang
piutang (qard) yang dilakukan oleh Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sudah benar, sebab tidak terdapat

penyimpangan dalam aspek mu’amalah.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap program simpan-
pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa

Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
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1. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap program
simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo
Berdasarkan praktek transaksi yang terjadi antara pihak pemberi pinjaman

(mugqrid) dan pihak peminjam (mugtarid) adalah praktek hutang piutang

(gard). Praktek hutang piutang (gard) tersebut terjadi di Desa Ketegan

Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Qard/Hutang piutang yang dilakukan

Ibu-Ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini

dalam istilah mu’amalah disebut dengan akad gard. Arti akad Qard adalah

suatu akad antara dua belah pihak (pihak pemberi pinjaman (muqrid) dan pihak
peminjam (mugqtarid)), dimana pihak pertama memberikan uang kepada pihak
kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus
dikembalikan persis (sama) seperti yang ia terima dari pihak pertama
berdasarkan waktu yang telah ditentukan tanpa mengharapkan imbalan.

Pada dasarnya Mu’amalah jika dilihat dari tujuannya, dalam fiqih

muamalah dibagi kedalam dua bagian menurut tujuannya, yaitu:

a. Akad Tabarru’, yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek
pertolongan dan pemberian atau kontrak yang menyangkut transaksi
yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction) Sebagai
tujuan utamanya.

b. Akad Tijarah, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut

transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini



69

dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga bersifat

komersiil.

Qard/Hutang piutang yang dilakukan Ibu-Ibu PKK di Desa Ketegan
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini termasuk kedalam akad qardh
(hutang piutang). Yang mana Qard sendiri jika dilihat dari tujuan
Mu’amalah adalah masuk kedalam lingkup Akad Akad Tabarru’, yaitu
segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek pertolongan dan pemberian
atau kontrak yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan

(non profit transaction) Sebagai tujuan utamanya.

Ibu-Ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
ini yang hendak berhutang, Langsung menemui di kediaman Beliau
(Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Ketegan). Kemudian menyampaikan
maksud dan tujuan kedatangannya untuk memimjam uang.
Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Ketegan sebelumnya sudah
menerangkan kepada anggota/masyarakat umum yang hendak meminjam
uang apa saja ketentuan yang harus di lakukan ketika akan mengembalikan
uang pinjaman itu. Ketentuan itu telah disepakati sebelumnya oleh seluruh
pengurus dan anggota dalam rapat. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi
kesalah pahaman di suatu hari. Jadi anggota/masyarakat umum yang hendak
meminjam uang sudah mengetahui ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut
mengenai Isi Kesepakatan: Ingin meminjam uang sejumlah berapa (maks.
Rp. 5.000.000), cicilan yang harus dibayarkan (uang pinjaman di bawah 2

Jjt di cicil 3 bulan/3 kali pembayaran, sedangkan uang pinjaman di atas 2 jt
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di cicil 4 bulan/4 kali pembayaran), tambahan pembayaran harus
dibayarkan, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran (akan ada
pencatatan hutang baru dengan tambahan bunga 10% dari sisa hutang dan
tetap di angsur sesuai ketentuan nominal uang pinjaman). Kemudian
hutang tersebut ditulis pada buku khusus hutang piutang. Semua itu telah
mencapai kesepakatan dari pengurus dan anggota Ibu-ibu PKK Desa

Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hutang piutang (qard) yang
dilakukan oleh Ibu-ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten
Sidoarjo adalah hutang piutang (gard) yang dilakukan oleh Ibu-ibu PKK
dan masyarakat umum. Yang mana terdapat bunga pinjaman 10 %. Ketika
mengembalikan uang pinjaman tersebut ada tambahan melebihi uang
pinjaman yang dipinjam. Sesuai dengan Rukun dan Syarat qardh dapat kita

rinci sebagai berikut:

a. Pihak peminjam (mugtarid) yaitu orang yang meminjam dana atau
uang kepada pihak pemberi pinjaman (4nggota Ibu-ibu PKK dan
masyarakat umum). (sudah sesuai)

b. Pihak pemberi pinjaman (mugrid) yaitu orang atau badan yang
memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam.
(Ketua/Bendahara Ibu-Ibu PKK). (sudah sesuai)

c. Dana (gard) atau barang yang dipinjam (mugqtarad) Dana atau
barang disini yang dimaksud adalah sejumlah uang atau barang

yang dipinjamkan kepada pihak peminjam. Dalam prakteknya:
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Ibu-ibu PKK Desa Ketegan. Kecamatan Taman Kabupaten

Sidoarjo

Uang Pinjaman Rp.1.000.000. Dicicil selama 3 bulan/3 kali

pembayaran.

Contoh: pinjaman  : Rp. 1.000.000

Bunga 10 % : Rp. 100.000 +

Total : Rp.1.100.000

Pengembalian uang pinjaman ada tambahan.

Diantaranya terdapat Syarat qard:

a. Hutang piutang tersebut tidak memberikan keuntungan bagi
mugqrid (yang mengutangkan).

b. Utang tersebut menjadi tanggung jawab mugqtarid. Artinya
orang yang berhutang harus mengembalikan utangnya

dengan harga atau nilai yang sama.

Kesimpulan: ada tambahan ketika mengembalikan uang pinjaman
(tidak sesuai dengan akad qard). Dalam akad qard, tambahan tersebut itu
tidak boleh dikarenakan akad qard termasuk kedalam akad tabarru’/akad
tolong-menolong yang dimana tidak boleh ada tambahan dalam

pengembalian. (tidak sesuai).

d. Ijab gabul (sighat)
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Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi
(akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan kabul yang jelas,
sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz gard. Setiap anggota
Ibu-Ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
yang hendak meminjam uang menyampaikan, “saya ingin meminjam
uang sejumlah Rp.1.000.000” kemudian Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK
Membicarakan ketentuan—ketentuan yang harus disepakati oleh kedua
belah pihak yaitu antara Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Ketegan dan
anggota/Masyarakat umum yang hendak berhutang. Kemudian

disepakati dan akad tersebut disetujui. (sudah sesuai).

Hutang piutang yang dilakukan oleh Ibu-Ibu PKK Desa Ketegan
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Bertentangan dengan fatwa
DSN-MUI No: 19/DSN-MUTI/IV/2001: boleh ada tambahan itupun
secara sukarela dan tidak diperjanjikan dalam akad. Dijelaskan bahwa
dalam fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Ketentuan Umum al-
Qard: Nasabah al-Qard dapat memberikan tambahan (sumbangan)
dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Ini
bertentangan dengan fatwa tersebut yang dimana ada tambahan dalam
pengembalian hutang / pinjaman dan tambahan tersebut diperjanjikan di

akad.

Dan Hutang piutang yang dilakukan oleh Ibu-Ibu PKK Desa
Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini Bertentangan juga

dengan dalam fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang
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ta’wid itu juga tidak diperbolehkan menetapkan denda pada orang yang
telat jatuh tempo pelunasan. boleh, tapi tidak boleh diperjanjikan diakad.
Dijelaskan bahwa dalam fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VI1/2004
Ketentuan Khusus: Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan
dalam akad. Ini juga bertentangan dengan fatwa tersebut yang dimana
ada ganti rugi yang ditetapkan dalam akad. Yaitu apabila terjadi
keterlambatan pembayaran (akan nada pencatatan hutang baru dengan
tambahan bunga 10% dari sisa hutang dan tetap di angsur sesuai

ketentuan nominal uang pinjaman).

2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap program
simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan praktek transaksi yang terjadi antara pihak pemberi
pinjaman (mugqrid) dan pihak peminjam (mugtarid) adalah praktek hutang
piutang (gard). Praktek hutang piutang (gard) tersebut terjadi di Desa
Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Qard/Hutang piutang
yang dilakukan Ibu-Ibu PKK di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo ini dalam istilah mu’amalah disebut dengan akad qard.
Arti akad Qard adalah suatu akad antara dua belah pihak (pihak pemberi
pinjaman (muqrid) dan pihak peminjam (muqtarid)), dimana pihak pertama
memberikan uang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan

ketentuan bahwa uang tersebut harus dikembalikan persis (sama) seperti
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yang ia terima dari pihak pertama berdasarkan waktu yang telah ditentukan
tanpa mengharapkan imbalan.
Pada dasarnya Mu’amalah jika dilihat dari tujuannya, dalam figih

muamalah dibagi kedalam dua bagian menurut tujuannya, yaitu:

a. Akad Tabarru’, yaitu segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek
pertolongan dan pemberian atau kontrak yang menyangkut transaksi
yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction) Sebagai
tujuan utamanya.

b. Akad Tijarah, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut
transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini
dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, schingga bersifat

komersiil.

Qard/Hutang piutang yang dilakukan Ibu-Ibu PKK di Desa
Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini termasuk kedalam
akad qard (hutang piutang). Yang mana Qard sendiri jika dilihat dari tujuan
Mu’amalah adalah masuk kedalam lingkup Akad Akad Tabarru’, yaitu
segala macam akad yang dimotivasi oleh aspek pertolongan dan pemberian
atau kontrak yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan

(non profit transaction) Sebagai tujuan utamanya.

Ibu-Ibu PKK di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo ini yang hendak berhutang, Langsung menemui di kediaman

Beliau (Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar). Kemudian
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menyampaikan maksud dan tujuan datang ke kediaman Beliau
(Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar) untuk meminjam uang.
Membicarakan ketentuan—ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah
pihak yaitu antara Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar dan
anggota/Masyarakat umum yang hendak berhutang. Isi Kesepakatan: Ingin
meminjam uang sejumlah berapa (maks. Rp. 500.000), cicilan yang harus
dibayarkan, dan tambahan pembayaran harus dibayarkan. Kemudian hutang
tersebut ditulis pada buku khusus hutang piutang. Pengembalian hutang
piutang  dilakukan  secara menyicil disetiap bulannya oleh
anggota/masyarakat umum yang Dberhutang membayar kepada
Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar kediaman Beliau.
Ketentuan cicilan dan tambahan tersebut sudah ditentukan dalam Rapat

Umum Anggota.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hutang piutang (gard) yang
dilakukan oleh Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo adalah hutang piutang (gard) yang dilakukan oleh Ibu-
ibu PKK dan masyarakat umum. Yang mana terdapat bunga pinjaman 15
%. Ketika mengembalikan uang pinjaman tersebut ada tambahan melebihi
uang pinjaman yang dipinjam. Sesuai dengan Rukun dan Syarat qard dapat

kita rinci sebagai berikut:

a. Pihak peminjam (mugtarid) yaitu orang yang meminjam dana atau
uang kepada pihak pemberi pinjaman (Anggota Ibu-ibu PKK dan

masyarakat umum). (sudah sesuai)
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b. Pihak pemberi pinjaman (mugrid) yaitu orang atau badan yang
memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam.
(Ketua/Bendahara Ibu-Ibu PKK). (sudah sesuai)

c. Dana (gard) atau barang yang dipinjam (mugtarad) Dana atau
barang disini yang dimaksud adalah sejumlah uang atau barang yang

dipinjamkan kepada pihak peminjam. Dalam prakteknya:

Ibu-ibu PKK Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten

Sidoarjo

Uang pinjaman Rp.500.000. Di cicil selama 10 x. cicilan perbulan
Rp.57.500.
Contoh : Pinjaman : Rp.500.000

Uang jasa 15 % : Rp. 75.000 +

Total : Rp.575.000

Pengembalian uang pinjaman ada tambahan.

Diantaranya terdapat Syarat qard:

a. Hutang piutang tersebut tidak memberikan keuntungan bagi muqrid
(yang mengutangkan).

b. Utang tersebut menjadi tanggung jawab mugqtarid. Artinya orang
yang berhutang harus mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai

yang sama.

Kesimpulan: Ada tambahan ketika mengembalikan uang pinjaman

(tidak sesuai dengan akad qard). Dalam akad qard, tambahan tersebut itu
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tidak boleh dikarenakan akad qgard termasuk kedalam akad tabarru’/akad
tolong-menolong yang dimana tidak boleh ada tambahan dalam

pengembalian. (tidak sesuai)

d. Ijab qabul (sighat)

Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi
(akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan kabul yang jelas,
sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz qard. Setiap anggota
Ibu-Ibu PKK Desa Kalanganyar Kecamatan Kabupaten Sidoarjo yang
hendak meminjam uang menyampaikan, “saya ingin meminjam uang
sejumlah Rp.500.000” kemudian Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK
Membicarakan ketentuan—ketentuan yang harus disepakati oleh kedua
belah pihak yaitu antara Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Desa
Kalanganyar dan anggota/Masyarakat umum yang hendak berhutang.

Kemudian disepakati dan akad tersebut disetujui. (sudah sesuai).

Hutang piutang yang dilakukan oleh Ibu-Ibu PKK Desa Kalanganyar
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No:
19/DSN-MUI/IV/2001: boleh ada tambahan itupun secara sukarela dan tidak
diperjanjikan dalam akad. Dijelaskan bahwa dalam fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-
MUT/IV/2001 Ketentuan Umum al-Qard: Nasabah al-Qard dapat memberikan
tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan
dalam akad. Ini bertentangan dengan fatwa tersebut yang dimana ada tambahan

dalam pengembalian hutang/pinjaman dan tambahan tersebut diperjanjikan di akad.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dilihat dari analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulannya sebagai berikut:

Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI dalam Praktek hutang piutang
(qard) dengan tambahan dalam pengembalian yang dilakukan oleh Ibu-ibu
PKK Desa Ketegan Kabupaten Sidoarjo yang terjadi tidak sesuai dengan
hukum Islam. Karena, meski antar kedua belah Pihak peminjam (mugtarid
(Anggota Ibu-ibu PKK dan masyarakat umum)) dan Pihak pemberi pinjaman
(muqrid (Ketua / Bendahara Ibu-Ibu PKK)) walaupun keduanya saling
bersepakat dan saling ridha dan didasari suka sama suka (antaradin), tetap saja
itu tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena hutang-piutang (gard)
termasuk kedalam lingkup akad tabarru’ (folong menolong) tidak boleh ada
tambahan dalam pengembalian. Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001
tentang Qard: boleh ada tambahan itupun secara sukarela dan tidak
diperjanjikan dalam akad. Dalam fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-
MUI/VII/2004 tentang ta’wid: tidak diperbolehkan menetapkan denda pada
orang yang telat pembayaran.

Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI dalam Praktek hutang piutang
(qard) dengan tambahan dalam pengembalian yang dilakukan oleh Ibu-ibu

PKK Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang terjadi
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tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena, meski antar kedua belah Pihak
peminjam (mugqtarid (Anggota Ibu-ibu PKK dan masyarakat umum)) dan Pihak
pemberi pinjaman (muqrid (Ketua / Bendahara Ibu-Ibu PKK)). walaupun
keduanya saling bersepakat dan saling ridha dan didasari suka sama suka
(antaradin), tetap saja itu tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena
hutang-piutang (gard) termasuk kedalam lingkup akad tabarru’ (tolong
menolong) tidak boleh ada tambahan dalam pengembalian. Fatwa DSN-MUI
No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard: boleh ada tambahan itupun secara

sukarela dan tidak diperjanjikan dalam akad.

. SARAN

Dari pemaparan kesimpulan diatas, berikut adalah saran yang dapat

diberikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan:

1. Bagi Pengurus Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan
Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Seharusnya
lebih teliti dan cermat dalam urusan bermuamalah. Perlu mempelajari
hukum-hukum syariat islam yang sudah ditetapkan dan perlu dikaji
lebih dalam lagi dalam hal bermuamalah. Di pisah dan dipilah
bagaimana hukumnya yang diperbolehkan menurut syariat islam.

2. Bagi Anggota Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan
Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kalau ada
tambahan dalam pembayaran hutang-piutang tidak disarankan untuk

Hutang.
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